


8.2.	Kesimpulan dan Rekomendasi KLHS
Berdasarkan hasil proses KLHS Penyusunan RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021, dapat disampaikan kesimpulan sebagai berikut:
1. Pelaksanaan KLHS RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 secara umum telah menggunakan pedoman berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No. 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. Meskipun demikian, pedoman tidak dapat menjawab semua kebutuhan sesuai dengan tahapan terutama saat melakukan kajian pengaruh terhadap kondisi lingkungan hidup Kabupaten Purbalingga. Atas dasar pemahaman tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kemudiaan mengeluarkan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Republik Indonesia No. SE;04/Menlhk-II/2015 tentang Pelaksanaan KLHS yang kemudiaan menjadi acuan dalam pelaksanaan KLHS RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021.
2. Tidak tersedianya data dan informasi yang memadai untuk digunakan dalam proses pengkajian merupakan kelemahan utama dari proses pelaksanaan KLHS RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021.
3. Isu strategis yang dihasilkan dari proses KLHS terdiri dari 7 (tujuh) isu strategis, yaitu: (1) Alih Fungsi Lahan; (2) Kerusakan lingkungan; (3) Belum Optimalnya Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur; (4) Belum Terpenuhinya Standar Kualitas Pendidikan; (5) Belum Meratanya Pelayanan Kesehatan; (6) Belum Memanfaatkan Secara Optimal Potensi Ekonomi dan UMKM; dan (7) Terbatasnya Infrastruktur Wilayah.
4. Secara umum rumusan visi, misi, strategi dan arah kebijakan dalam rancangan awal RPJMD, sudah memenuhi sebagian besar prinsip pembangunan berkelanjutan, namun ada beberapa catatan penekanan yang perlu menjadi perhatian Tim penyusun RPJMD yaitu menjadikan kota metropolitan berwawasan lingkungan. Meskipun misi sudah memperhatikan pembangunan berkelanjutan tetapi aspek lingkungan yang dapat berimplikasi pada tidak terjaminnya keadilan antarkelompok dan antargenerasi harus mendapatkan perhatian. 
5. Dari hasil kajian pengaruh didapatkan 5 (lima) program prioritas yang diperkirakan memiliki pengaruh/dampak negatif terhadap isu strategis, terutama program-program yang terkait dengan pembangunan fisik.
6. Untuk meminimalkan pengaruh/dampak negatif tersebut dirumuskan mitigasi dan alternatif program berdasarkan prinsip-prinsip  pembangunan berkelanjutan.
7. Rekomendasi KLHS sudah dipaparkan kepada pemangku kepentingan dan tim penyusun RPJMD untuk diintegrasikan ke dalam dokumen RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021.
8. Pokja Pengendalian Lingkungan masih harus memastikan pengintegrasian KLHS ke dalam RPJMD dan menyampaikan hasilnya kepada pemangku kepentingan.

Saran tindak lanjut untuk perbaikan proses KLHS adalah:
1. Pemerintah daerah harus menyediakan program updating data dan informasi daerah agar dapat digunakan sebagai alat perencanaan dan KLHS.
2. Isu yang ada masih sangat banyak, sehingga pada kesempatan lain perlu untuk melakukan identifikasi isu dengan lebih tajam baik yang dilakukan Pokja PL maupun Tim Penyusun RPJMD. 
3. Perlunya penguatan kapasitas pemerintah daerah dan universitas setempat untuk melakukan analisis baseline dan pengkajian agar hasilnya kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
4. Pokja Pengendalian Lingkungan wajib mengawal proses pengintegrasian hasil KLHS ke dalam Rancangan Akhir RPJMD.
5. Pokja Pengendalian Lingkungan wajib menyampaikan laporan akhir yang telah menyertakan hasil pengintegrasian kepada pemangku kepentingan yang telah mengikuti proses KLHS.
6. Pokja Pengendalian Lingkungan mendampingi SKPD yang akan melaksanakan KLHS Renstra SKPD untuk memastikan pengintegrasian hasil KLHS dibiayai. 
7. Setelah Pokja PL habis masa tugasnya pada saat di-PERDA-kannya RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 harus melakukan monitoring pelaksanaan hasil integrasi rekomendasi KLHS dalam RPJMD akan dilakukan oleh SKPD yang terkait dengan Lingkungan Hidup
8. Monitoring dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan pada saat setiap penyusunan dokumen RKPD untuk memastikan integrasi KLHS dilaksanakan dan dibiayai.
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